GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
| ‘ LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 46 TAHUN 1998
TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 89 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah

Nomor 188.342/1096/03/1996 tanggal 8 Juli 1996
perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 1995
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Koperasi
dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah. ‘

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang—

undangan vang berlaku, dipandang perlu untuk
mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomar 14 Tahun 1964 tentahg

- WR.75.0001b-041396

Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok~-
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Parkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahurn 19%2 Nomor 106:; Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 3502);

{Lembaran Negara Republik ITndonesia Tahun 1925 Nomor
Td4:  Tambahan Lembaran HNegara Republik Indonesia
Momor 3611);

Paraturan Pemerintah Nomor 6 2 Tahun 1388 tentang
koordimasi Kegiatan Instansi Vertikal 4di Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1888 Nomor
10, Tambaharn Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 3373):

Feraturan Pemerintabh Nomor 45 Tahun 1982 tentang
Fenyel enggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat
Fada Daerah Tingkat I {(Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 34877

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabhun 1825 tentang

Penyverahan Sebagian Urusan Pemerintahan Hepada 26
(Duza  Puluh - Emam)  Deerab Tingkat IL Percontohan
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoar 3580 '

Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 3% Tahun
1882 tentang Pedoman Qrganisasi inas Daerah:
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
terntang Berntuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Farubsahan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahum 19%3

tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau
Reputusarn Kepala Daerah Lewat tenggang Waktu
Faengesahar

Keputusan Menteri Dalam Negeri HNomaor 97 Tahun

1883 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan
wilavakh:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun
1884 tentang Pelaksanaan Provek Percomntoban  Otoromi

Daerah Pada Daerah Tingkat I1@:

Kemu b usar Meritard Dalam Negeri Nomor 44 Tahurn
1995 tentang Pedoman COrganisasi Dinas Daerah pada
Daarah Tingkat 1T Percorntohar.
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Pasal 1

Mengesahlan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Lampung Tengah Nomor @ Tahun 1296
tertang Paerubaharn  Pertama Peraturarn HDaerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tenhgah Nomor
17 Tahun 1928 tentang Pembentukan Organisasi  dan
Tatakerja inas Koperasi dan Pembinaan Pengussha

Kecil Kabupaten Daerah Tinglkat IT Lampung Tengah,
dengan perbaikan sebagai berikut

A, Konsideran Mengingat dftambah angika 4 dan

harus dibaca "Undang-undang HNomor @ Tahum 1995
tentang Usaha Kecil {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurn 1985 Nomor 74: Tambahan

L.embxaran Megara Republik Indonesia Momor
ﬁﬁ,ﬁ .11 § 3
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Urutan—-uruian konsideran setelah penambahan
angika 4 supava disesualkan kembali.

Fasal 2

Kerpu tusarn it omulal berlaku pada tangoes
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan daltam Keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinva.

M tetapkan di @ Telukbetung
pada tanggal Agustus 1996.

Tembusan @ disampaikan kepada ¥ih

1. Menteri Dalam Hegeri di JAKARTA.

2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 1T Lampung Tengsab.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.

4. Himpunan Keputusarn,
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